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KEMENTERIAN KEUANGAN. Batas Maksimal.
Defisit. APBN. Pinjaman Daerah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125/PMK.07/2013
TENTANG

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL
KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan
menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap
tahun;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Batas
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal
Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif
Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014,

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Menetapkan

Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS
MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS
MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL
KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD
masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal
defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan
Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.

Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total
nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia
dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar.

Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah adalah jumlah total
pinjaman seluruh Daerah pada tahun anggaran tertentu.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

BAB Il
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2014
ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB
Tahun Anggaran 2014.

Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit
yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.

Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi
yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014.
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BAB Il
BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
Pasal 3

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2014 masing-masing
Daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal sebagai
berikut:

a. sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan
Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk kategori sangat tinggi;

b. sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan
Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk kategori tinggi;

C. sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk kategori sedang;
dan

d. sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan
Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk kategori rendah.

Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit
yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.

Kategori kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan kategori kapasitas fiskal sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai kapasitas fiskal untuk Tahun
Anggaran 2013.

Pasal 4

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2014 masing-masing
Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD
Tahun Anggaran 2014.

(1)

(2)
(3)

BAB Il
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
Pasal 5

Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014
ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB
Tahun Anggaran 2014.

Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.

Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi
yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

